
1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2018 

1. Pasal l 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3258); 

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, 
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor l 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) 
sebagaimana telah di u bah beberapa kali terakhir 

a. bahwa bahwa sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang­ 
Unclang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah; 

b. bahwa sesuai Pasal 2 ayat (l) huruf b Peraturan 
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Pengendalian Lalu Lin tas dan Retribusi Perpanjangan 
lzin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di tetapkan 
sebagai Retribusi Daerah; 

c. bahwa berdasarkan perti.rnbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
rnenetapkan Peratu ran Daerah Ka bu paten Halmahera 
Utara ten tang Retribusi Perpanjangan Izin 
Memp.ekerjakan Tenaga Kerja Asing (TMTA) di 
Kabupaten Halmahera Utara; 

BUPATI HALMAHERA UTARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN 
TENAGA KERJA ASING (IMTA) 

DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA 

TENT ANG 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA 
NOMOR 2 TAHUN 2018 

BUPATI HALMAHERA UTARA 
PROVINS! MALU:kU UTARA 
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dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, 
Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3961); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore 
Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264); 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

v 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang 
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi 
Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5358); 

14. Pearuran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036; 

17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 
2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 964); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaen Halmahera Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Halmahera Utara Nomor 51); 

'v 
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Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Utara. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 
Bupati adalah Bupati Halmahera Utara. 
Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupeten 
Halmahera Utara. 
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Halmahera Utara. 
Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat 
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, 
Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. 

8. Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang 
selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pemberian 
perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing oleh Bupati atau 
Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA 
UTARA TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN 
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) DI 
KABUPATEN HALMAHERA UTARA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI HALMAHERA UTARA 

Dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN HALMAHERA UTARA 

Dengan Persetujuan Bersama 

3. 

v 4. 
5. 
6. 

7. 
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Retribusi Perpanjangan IMTA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan 
tertentu. 

Pasal 5 

BAB Ill 
GOLONGAN RETRJBUSI 

(1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja 
A sing. 

(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib 
retribusi. 

Pasal 4 

(2) Tidak termasuk objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah Perpanjangan IMTA bagi instansi 
Pemerintah, perwakilan Negara Asing, badan badan Internasional, 
lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga 
pendidikan. 

(1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberian Perpanjangan 
IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang memiliki IMTA dari 
Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat 
yang ditunjuk. 

Pasal 3 

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi sebagai 
pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA. 

Pasal 2 

BAB II 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerima daerah 
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada 
bank yang ditetapkan. 



7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2018 

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (Tiga) Tahun sekali. 
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan dengan memperhatikan perubahan tarif atas jenis PNBP yang 
berlaku pada Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan. 

(3) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 9 

BAB VII 
PENINJAUAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI 

(1) Besarnya Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar USD 100 
(Seratus Dollar Amerika Serikat) perjabatan perbulan dan dibayar 
dimuka sesuai nilai kurs dolar yang berlaku pada saat itu. 

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan 
dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat 
pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi. 

(3) Perpanjangan IMTA kurang dari 1 (satu) bulan, wajib membayar retribusi 
sebesar 1 (satu) bulan penuh. 

Pasal 8 

BAB VI 
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA 
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya 
penyelenggaraan Perpanjangan IMTA. 

(2) Penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi Penerbitan Dokumen Izin, Pengawasan di Lapangan, 
Penegakan Hukum, Penatausahaan, dan Dampak Negatif dari 
Perpanjangan IMTA. 

Pasa17 

BABV 
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR TARIF 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka 
waktu perpanjangan IMTA. 

Pasal 6 

BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 
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( 1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan 
Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis. 

Pasal 14 

BABXI 
TATA CA.RA PENAGIHAN RETRIBUSI 

(1) Retribusi dipungut menggunakan SKRD. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 13 

( 1) Besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang ditetapkan dengan 
SKRD. 

(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 12 

BABX 
TATA CA.RA PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang di pungut di wilayah Kabupaten 
Halmahera Utara. 

Paaal 11 

BABIX 
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI 

(1) Pemamfaatan penerimaan retribusi perpanjangan IMTA diutamakan 
untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian, sertifikasi dan 
pelatihan ketrampilan untuk tenaga kerja local yang ada di kabupaten. 

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemamfaatan penerirnaan retribusi 
perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
melalui rincian anggaran kegiatan pelaksanaan manfaat dari hasil 
pungutan retribusi perpanjangan IMTA melalui anggaran pendapatan 
dan belanja daerah. 

Pasal 10 

BAB VIII 
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI 
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(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan 
kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran 
retribusi dengan dikenakan denda 2% (dua Persen) setiap bulan atas 
permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan. 

(2) Angsuran pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut. 

(3) Tata cara pengajuan angsuran dan penundaan pembayaran retribusi 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Paaal 16 

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus 12 (dua 
belas) bulan. 

(2) Dalam hal Tenaga Kerja Asing bekerja tidak mencapai jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran 
dikembalikan kepada wajib retribusi. 

(3) Pembayaran Retribusi disetor ke Rekening Kas Daerah atau tempat lain 
yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan, dengan menggunakan 
SKRD. 

(4) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka basil penerimaan Retribusi 
harus disetor ke Rekening Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja 
terhitung sejak retribusi tersebut diterima. 

(5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
diberikan tanda bukti pembayaran sebagai salah satu bukti dalam 
perpanjangan IMTA. 

(6) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran Retribusi 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 15 

BAB XII 
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI 

(2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan 
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh 
tempo pembayaran Retribusi. 

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau 
peringatan atau surat lain yang sejenis diterima Wajib Retribusi harus 
melunasi retribusi terutang. 

(4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lainnya yang sejenis sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang 
ditunjuk. 

(5) Tata cara penagihan Retribusi dan penerbitan Surat Teguran diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan 
secara tertulis kepada Bupati atau pejabat dengan sekurang-kurangnya 
menyebutkan: 

Paaal 19 

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), sudah harus memberikan Keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah 
dilampui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu Keputusan, 
permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan 
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 
bulan. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan 
pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu 
melunasi utang Retribusi tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan 
sejak diterbitkannya SKRDLB. 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah 
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 
setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi. 

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Paaal 18 
v 

BAB XIV 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

( 1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, 
pengurangan, dan pembebasan pembayaran Retribusi. 

(2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran 
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan mernperhatikan 
kemampuan wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur. 

(3) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

Paaal 17 

BAB XIII 
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 
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Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya 
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% 
(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau 
kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD. 

Pasal 23 

BAB XVII 
SANKSI ADMINISTRASI 

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi lnsentif 
atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

(2) Pembagian lnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada 
Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 22 

BAB XVI 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada dibawah pembinaan dan 
pengawasan Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

Pasal 21 

BAB XV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat 
Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR). 

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang 
Retribusi lainya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan 
dan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran. v 

Pasal 20 

a. Nama dan alamat wajib Retribusi; 
b. Masa Retribusi; 
c. Besarnya kelebihan pembayaran; 
d. Alasan singkat dan jelas. 

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan 
secara langsung atau pos tercatat. 

(3) Bukti penerimaan dan bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti 
saat permohonan diterima Bupati atau pejabat. 
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TAHUN 2018 NOREG : 

(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 Nomor ,. · }; 

Diundangkan di Tobelo 
Pada tanggal 1D IWl4ret. ~ 

SEKRETARIS DAERAH 
K.ABUPATEN HALMAHERA. UTARA, 

FREi-ANDUA 

Ditetapkan di Tobelo 
Pada tanggal \9 M'J"9t l.Oi~ 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Halmahera Utara. 

Pasal 24 

BAB XXIII 
KETENTUAN PENUTUP 
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Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dapat 
ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang­ 
Undang. Penambahan jenis Retribusi Daerah tersebut ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian 
Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja 
Asing, Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan sebagai jenis Retribusi 
Daerah yang baru. Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai Retribusi 
Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk menambah sumber 
pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab 
Pemerintah Daerah. 

Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pembayaran atas pemberian 
perpanjangan IMTA oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi 
Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk. 
Pemungutan perpanjangan IMTA relatif tidak menambah beban masyarakat, 
mengingat Retribusi Perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan pungutan 
Pemerintah Pusat berupa PNBP yang kemudian menjadi Retribusi Daerah. 
Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat 

v penggunaan jasa dan tidak melebihi tarif PNBP Perpanjangan IMTA yang 
berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan. 

Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan 
untuk mendanai kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga 
kerja lokal yang alokasinya ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

Retribusi Perpanjangan IMTA menjadi Retribusi Daerah mulai berlaku 
pada tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan. 

I. UMUM 

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA 
ASING (IMTA) DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA 

TENTANG 

NOMOR .. ?:. TAHUN 2018 

PENJELASAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA 
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Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Pengembalian retribusi kepada Badan selaku Wajib Retribusi yang 
mempekerjakan Mr. X (TKA), melakukan pembayaran perpanjangan 
IMTA untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Namun, dalam 
pelaksanaannya Mr. X hanya bekerja selama 8 (delapan) bulan, 
sehingga terdapat kelebihan pembayaran selama 4 (empat) bulan. Atas 
kelebihan pembayaran dimaksud, Pemerintah Daerah berkewajiban 
untuk mengembalikan kepada Badan selaku Wajib Retribusi yang 
mempekerjakan TKA tersebut. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan yang dimaksud 
dalam ketentuan ini berpedoman pada Peraturan Menteri yang 
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 
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v 

(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor S'S); 

.. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Peraturan Bupati mengenai tata cara pemberian pengurangan, 
keringanan, dan pembebasan Retribusi sekurang-kurangnya 
mengatur tata cara penyampaian permohonan dan jangka waktu 
pemberian keputusan atas permohonan pengurangan, 
keringanan, dan pembebasan Retribusi. 


